
https://jdih.dprd-pemalangkab.go.id/

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEMALANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG 

NOMOR 11 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025 

Menimbang 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG, 

: a. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Pemalang disebutkan bahwa DPRD 

mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan 

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang 

diajukan oleh Bupati, 

. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025, keadaan 

yang menyebabkan pergeseran antara kegiatan dan antar jenis 

belanja, Bupati Pemalang telah mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 

2025, 

. bahwa DPRD Kabupaten Pemalang telah melaksanakan 

pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.
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Mengingat 

Memperhatikan 

-2- 

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah, 

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme, 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 

Undang, 

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah, 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950, 

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, Kabupaten dan Kota, 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Li. 

12, 

13. 

1. 

Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun Anggaran 2025, 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang. 

Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Pemalang dalam Rangka Membahas 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 

Anggaran 2025, 

. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Pemalang tanggal 11 Agustus 2025.
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

-3.- 

MEMUTUSKAN: 

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 beserta Lampirannya, 

yang terdiri dari: 

a. 

k. 

Lampiran I 

Lampiran II 

Lampiran III 

Lampiran IV 

Lampiran V 

Lampiran VI 

Lampiran VII 

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan., 

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi: 

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program 
Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta 

Keluaran, 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara, 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk 

Pemenuhan SPM: 

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 

Rancangan Perubahan APBD, 

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Lampiran IX 

Lampiran X 

Lampiran XI 

pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS 

dengan Rancangan Perubahan APBD, 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan, 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan 

Daftar Pinjaman Daerah. 

: Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 

a. Pendapatan 

- Semula Rp. 2.801.718.654.000,00 

- Berkurang Rp. (7.159.064.000,00) 

Jumlah Pendapatan 

setelah Perubahan Rp. 2.794.559.590.000,00 

Belanja 

- Semula Rp. 2.847.470.150.000,00 

- Bertambah Rp. 80.460.228.000,00 

Jumlah Belanja 

setelah Perubahan Rp. 2.927.930.378.000.00
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c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan 

- Semula Rp. 55.751.496.000,00 

- Bertambah Rp. 88.719.292.000,00 

Jumlah Penerimaan 

setelah Perubahan Rp. 144.470.788.000,00 

2. Pengeluaran 

- Semula Rp. 10.000.000.000,00 

- Bertambah Rp. 1.100.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran 

setelah Perubahan Rp. 11.100.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan netto 

setelah Perubahan Rp. 133.370.788.000,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

setelah perubahan Rp. 0,00 

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Pemalang untuk 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal 11 Agustus 2025 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG 

Ketua, 

XL 
MARTONO


